BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : {§@ TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil
guna pemungutan Pajak Reklame berdasarkan ketentuan
pada Bab II bagian Ketiga Peraturan Daerah {Kabupaten
Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01}, maka pecirlu diatur
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ¢ maksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Eripati;

Jamd

Undang-Undang Nomnr 29 Tahun 1959 tentang Permhentukan
Daerah - Daerah Tirizkat I di Sulawesi (Lembar:n Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, ‘ilambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang i<nagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan !embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang [leuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembardn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan [cmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik indonesia
Nomor 4400});



11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan Undangan Repepeblik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembarsn Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339):

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dergan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049),

Peraturan Pemerintal1 Nomor 136 Tahun 2000 (¢ lang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan Secara Lclang dalam rangka Penagiban Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik tndonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang

14.

Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi i abupaten

Konawe (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 103)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 teniang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lemburrin Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200°% tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan :.cmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pomerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republk
Indonesia Negara Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemung:tan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomaor 5161);

16. Peraturan Pemerintals Nomor 91 Tahun 2010 teniang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penctapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ' Kendari
Nomor 8 Tahun 1996 tentang Nama-Nama Jalan {i.embaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kendari T.aun 1996
Nomor 98);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tuihun 2011
tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah +abupaten
Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah ! abupaten

KonaweTahun 2011 Nomor 89);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabuparen Konawe
Tahun 2012 Nomor 98, Tambahan Lembarar Daerah
Kabupaten Konawe Nomor 01);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG FITUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAMY
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe.



10.

11.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe beserta
perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyvelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Konawe.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah
Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Konawe.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undarigan yang
berlaku. ‘

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang rierupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD} dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lenibaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif d:in bentuk
usaha tetap.

Pajak Dacrah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang teri:tang oleh
orang pribadi atau badan yang hersifat memeksa berdasark:n U ndang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara lanc ung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keriakmuran

rakyat.

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang men:irut corak
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atail memujikan suatu barang, jasa atau orang., ataupun
untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa «tau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didi ngar dari
suatu tempat oleh umum, kecuali vang dilakukan oleh pemerintali.

Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang tcrbuat dari papan kayu,
calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang

atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman. di atas
bangunan.

Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED; adalah
reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame
atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna ving dapat
berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.



12. Reklame Neon Box adalah reklame yang diseleng1garakan berupa gambar,
lukisan atau tulisan pada Kabupatenk/box rangka besi, alumunium atau
sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, f{iberglas, dicat
atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, scrta diberi
penerangan lampu pada bagian dalam Kabupatenk/box yang
pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau
ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

13. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar,
lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (ltampu ieon keeil
berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat best,
alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi
secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau
mienyilang jalan.

14. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan  berupa
gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik
disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sej nis untuk
kegiatan tertentu dengan perletekan/penempatannya merggunakan
rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout atau kayu/barbu diikat
kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.

15.Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berun: gambar,
lukisan dan/atau tulisan dengain menggunakan bahan kair, termasuk
kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang
dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertika!  dengan
menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambi

16. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselcnggarakan
berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di
sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebarkan, di ‘mpelkan,
dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaian lepas,
diselenggarakan dengan cara discbarkan, diberikan atau dap:t diminta

dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantunkan pada
suatu benda lain.

18. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame vyang ditempatkan atau

ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau
tulisan.

19.Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

20.Reklame Udara adalah reklame vang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejer:s.



21. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berup: gambar,
lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipa ang pada
suatu alat/benda yang diletakkan i atas permukaan air.

22. Reklame Film/Slide adalah reklame yang disclenggarakan dengan cara
menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis,
sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau
benda lain di dalam ruangan.

23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

24. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah "lertentu sesuai dengan
pemanfaatan wilayah yang dapst digunakan untuk penyclenggaraan
reklame.

25.Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang
ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajaic ceklame.

26. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah nilai yang
ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan
pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang Kabupaion untuk
berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promoiif.

27. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat s tegis dan
komersial untuk penyelenggaraan reklame.

28. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang cilihai dari
jumlah persimpangan dan arah jalan.

29. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame

yang diukur mulai dari permukean tanah sampai ambang pling atas
bidang reklame.

30. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 {-atu) atau
beberapa buah reklame,

31. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan vang menyel:ggarakan
reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan ..ras nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya.

32. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reki:me.

33. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.

34. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan wsrna yang
terdapat dalam bidang reklame.

35. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kahupaten Konawe.



36.

37.

38.

39.

40.

41].

42.

43.

44,

45.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerali untuk selanjutnya disebu’ NPWPD,
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebajat sarana
dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan schrgai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksarakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu}) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 {tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar Hagli Wajib Pajak untuk mrnghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai darl penghimpunan
data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib P:jak serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pendaftaran Objek Pajak Da crah yang selanjutnya disingknt SPOPD,
adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan

melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Konawe.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang mencntukan besarnyva jumlah polok pajak
yang terutang. 1

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SS$S), adalan
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakuk-n dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lhin ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STP0), adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi acininistratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang mermbetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pierpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, Surat Tagihan Pajak Dacrah, Surat
Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Pai:k Daecrah
Nihil, atau terhadap pemotongan ctau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib [yjak atau
Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapa! diajukan
banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundan;-indangan
perpajakan yang berlaku.



46. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak ata. banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib P.yak.

47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laperan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obicktif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untull menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan prundang-
undangan perpajakan daerah.

49. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi p menuhan

t

kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuar oeraturan
perundang-undangan perpajakan <iaerah.

50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yan: meliputi

penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, nenyitaan
dan penyanderaan.

S1.Surat Paksa adalah surat perininh membayar utang pajak ian biaya
penagihan pajak.

52. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan “1jak yang
dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau i’ nanggung
Pajak tanpa menunggu jatuh tempe pembayaran yang melipu'i seluruh

utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak din Bagian
Tahun Pajak.

BB IX
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 2

{1) Data Wajib Pajak diperoleh melahii kegiatan pendaftaran dan pendataan
terhadap objek dan subjek pajek dengan menggunakan SPOPD.

(2) Wajib Pajak setelah menerima SPOPD wajib mengisi secara heonar, jelas,
lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Bidang Pendaiaan dan
Penenetapan, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan
reklame, kecuali ditentukan lain dengan melampirkan:

a. Fotocopy identitas diri/penanggung  jawab/penerima kuasa
(KTP, SIM, paspor);

b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;



c. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame,
apabila diselenggarakan pihak ketiga.

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka
batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja
berikutnya.

(4) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangam oleh
Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen scbagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(5} Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mencatat formulir S'OPD yang
telah disampaikan Wajib Pajalk: dalam Daftar Induk W:aib Pajak
berdasarkan Nomor Urut yang digunakan scbagai dasar mencrbitkan
NPWPD.

(6) Apabila Wajib Pajak tidak mclaksanakan kewajiban sciagaimana
dimaksud pada ayat (2}, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mencrbitkan
NPWPD secara jabatan.

Pazal 3

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib ijak dapat
memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD piling lama
5 (lima) hari kerja.

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaiman: dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara teriulis disertai alasan yang jcla+ sebelum
berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimalsad dalam
Pasal 2 ayat (2).

Pa=al 4

(1) Setiap penyelenggaraan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Finner dan
sejenisnya, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Frndapatan
Daerah sebelum pemasangan dilakukan.

(2) Keabsahan pemasangan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, B:iuner dan
sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Dinas > ndapatan
Daerah vang berlaku sebagai bukti lunas pajak.

BAB II
NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nil:i Sewa Reklame.
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{2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
indikator:
a. NSL;
b. Ukuran/Satuan Media Reklame;
c. Jangka Waktu;
d. Harga Satuan Reklame.

(3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan
indikator: '
a. Nilai Kawasan;
b. Nilai Sudut Pandang;
¢. Nilai Lebar Jalan;
d. Nilai Ketinggian.

(4) Penetapan besarnya indeks masing-masing indikator NSL adalah perkalian
bobot dengan skor masing-masing indikator NSL, sebagaimana dnyatakan

dalam bentuk tabel yang tercantum dalam Lampiran I Peraturcn Bupati
int.

(5) Ukuran/Satuan Media Reklame sebagaimana dimaks'ud pad: ayat {2)
huruf b diukur dari luas reklame yang dipasang per M2 (meter ¢ :rsegi).

(6) Jangka waktu sebagaimana dimal:sud pada ayat (2) huruf ¢, d.ukur dari
lamanya penyelenggaraan reklame.

{7) Harga Satuan Reklame sebagaiman dimaksud pada ayat (2! huruf d,

diukur berdasarkan biaya pembuatan, pemasangan dan perieliharaan
reklame.

(8) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu dan Harga Satuan
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7),
tercantum dalam Lampiran I Perazturan Bupati ini.

Pzazal 6

{1) Indikator penentu Nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalir Pasal 5
ayat (3) huruf a, diukur dari klasifikasi Kawasan dan Kelas jalan sesuai
tingkat strategis dan komersil pendirian atau peletakan reklame Jan diberi

bobot 30% (tiga puluh persen), dengan klasifikasi sebagai berikui.
a. Klasifikasi A;

b. Klasifikasi B;
c. Klasifikasi C;
d. Klasifikasi D.

(2} Indikator penentu Nilai Sudut Pandang sebagaimana dimak:id dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf b, diukur dari jumlah arah jalan dan per- mpangan
pendirian atau peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiza puluh
persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lebih dari 3 arah = skor 4.
b. 3 arah = skor 3:

¢c. 2 arah = gkor 2;
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d. 1 arah = skor 1.

(3) Nilai Lebar Jalan sebagaimana dimaksud dalam Paszl 5 ayat (&Y huraf ¢,
diukur dari lebar jalan pedirian dan peletakan reklame per kelas jalan yang
dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua pul:h persen),
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lebih dari 30 m = skor 2;
b.25,1m-30m = skor 1,5;
¢.20,1m-25m = skor 1;
d. Kurang dari 20,1 m = skor 0.5,

(4) Nilai ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2 huruf d,
diukur dari perhitungan jarak antar ambang paling atas bidary reklame
dari permukaan tanah rata-rata yang dinyatakan dalam ukuran neter dan
diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan keteniuan sebaga terikut:

a. Lebth dani 20 m = skor 3:

b.15,1m-20m = skor 2;
c.10,1m-15m = gkor 1;
d. Kurang dari 10,1 m = skor (,5.

{S) Untuk reklame berjalan, indikator penentu nilai kawasan sciagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayst (1) dapat diberlakukar terhadap
domisli/tempat kedudukan kantor dari pemilik/penyelenggara rel:lame.

(6} Untuk reklame yang dipasang di dalam ruangan bangunan, penentu nilai
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberlakukan

dimana bangunan tersebut didirikan dan jumlah NSR:yang :likenakan
pajak hanya 50% (lima puluh perscn).

Pa=zal 7

Lokasi peletakan reklame menurut Klasifikasi Kelas Jalan sclagaimana
dimasud dalam Pasal 6 ayat (1), dirinci berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I Kendari Nomor 8 tahun 1996 tent:ng Nama-

Nama Jalan, (Lembaran Dearah Kabupaten Daerah Tingkak II Kenc iri Tahun
1996 Nomor 98) sebagai berikut:

a. Klasifikasi A (Poros Kendari Kolaka}, terdiri dan:
Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalar  Jendral
Soedirman, Jalan Sapati, Jalan Lakidende, Jalan nowa, Jalan Ponggawa
Jalan Diponegora, Jalan Jendral A. Yani, Jalan Ronga, Jalan Abdullah
Silondae, Jalan Ir. Soekarno, Jalan Tohamba, dan Jalan Larumb:langi.

b. Klasifikast B, terdiri dari:

Jalan Bunggasi, Jalan Liambo, Jalan Konggoasa, Jalan Abunawas,
Jalan Lasandsre, Jalan Letjen M. T. Haryono, Jalan Inolobonggniue I dan
II, Jalan Wayong, Jalan Niranuang, Jalan Unta, Jalan Simr:in, Jalan
Anoa, Jalan Buburanda, Jalan M:vien Edi Sabara. Jalan Haluoieo, Jalan
Wekoila, Jalan Drs Moh. Hatta, dan Jalan Singgima.



c. Klasifikasi C, terdiri dari:
Jalan Bunggasi, Jalan Liambo, Jalan Konggoasa, Jalan /fibunawas,
Jalan Lasandara, Jalan Letjen M. T. Haryono, Jalan Inolobonggadue 1 dan
11, Jalan Wayong, Jalan Bunga Nusa Indah, Jalan Nuri, Jalan Angsa, Jalan
Kutilang, Jalan Wulumohitu, Jalan Tanggapili, Jalan Piere Tendcan, Jalan
Irma Nasution, Jalan Badusila, dan Jalan H. Ibrahim.

d. Klasifikasi D, terdiri dari:

Jalan Kawasan Permukiman yang tidak termasuk ke dalam Kiasifikasi A,
Klasifikasi B, dan Klasifikasi C. '

Bagian Kedua
Tarif Pgjak
Pasal 8

Tarif pajak ditctapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Pa:zal 9

(1) Untuk materi reklame rokok dan minuman beralkohol, bessinya NSR
ditambah 30% (tiga puluh perscn).

(2) Penyelenggaraan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan : ¢jenisnya
yang sebelumnya pernah dipasang dikenakan tambahan paja't sebesar
75% {tujuh puluh lima persen).

Bagiar Ketiga
Tata Cara I enghitungan

Parsrraf 1
Bidang Reklame

Passl 10

(1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lelur dengan
panjang bidang reklame.

{(2) Bidang reklame yang tidak berbertuk persegi dan/atau tidak borbingkai,
luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau hvruf-huruf
yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan orisoatal
hingga merupakan 4 (empat) porsegi panjang dan merupsican  satu
kesatuan.

(3) Penghitungan luas bidang reklame vang mempunyai bingkai, dihitung dari
batas bingkai paling luar.

(4) Bidang reklame yang membentuk Kabupatenk, silinder, ker.cut atau
bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.
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{5) Untuk reklame spanduk, umbui-umbul, banner dan sejenisnva dengan
ukuran kurang dari 1 (satu) meter dipersamakan dan dihitung dengan

ukuran 1 {satu) mecter.

Paragraf 2
Pajak Terutang {

Paszal 11

(1) NSR dihitung dengan cara mengalikan hasil NSL dengan Ukuri:n/Satuan
Media Reklame, jangka waktu Pemasangan dah harga Satuan Roiclame.
NSR = NSIL x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x

Harga  Satuan Rekla:ne.

{2) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil peiijumlahan
Indeks Nilai Kelas Jalan, Sudut Pandang, Leba: Jalan dan  {ctinggian
Reklame.

NSL = Nilai Kelas Jalan + Sudut Pandang + Lebar Jalan + ¥=ztinggian

Eeklame.

b

(3) Pajak terutang dihitung dengan c-+ra mengalikan :arif pajak d¢ngan hasil
perhitungan NSR,

Contoh Perhitungan 1:

- Reklame jenis billboard dipasang dengan 1 (saiu) sisi di Jalzn Sapati,
sudut pandang 2 (dua) arah, leb:ar jalan 15 (iima belas) meter. <eringgian
10 (sepuhih) meter, dari permukaan tanah;

- Ukuran reklame scluas 6 (enam) m? (meter persegi) derncan wakiu
pemasangan selama 1 {satu) takuin,

- Harga Satuan reklame Rp. 500.000,00 per m?2.

l___}zazmg__{_ e
- Nilai kelas Jalan = Klasifikasi A, indeks 1,2
- Sudut pandang =2 Aralx. indeks 3,6

- Lebar jalan = 15 meier, indeks - 0,1

- Kcunggian { 10 meter daii tvaah} indeks @ 0,1 :

|

NSL : 1,2+ 0,6 40,1 +0,1 =2 1

|

Nilai Sewa Reklame: . | |

l

- Nilai Strategis Lokasi 22 |

- Ukuran Reklame : 6 m? :

- Jangka waktu pemasangan 1 (satuj tahun }

- Harga satuan Reklame :Rp.500.000,00/m?2 |

i

i

NSR :2x6x 1 x Rp.500.000,00 = Rp. 6.000.000,00 l

S J

4
1



Pajak Reklame Terutang: - ' \
= 25% x Rp. 6.000.000,00 = Ry. 1.500.000,00

{Pemasangan 1 (satu) sisi)

Contoh perhitungan 2:

- Reklame Spanduk dari bahan plastik dipasang di .Jalan Jendra1 A. Yani,
dengan sudut pandang 2 {dua) arah, lebar jalan 12 (dua bel s} meter,
ketinggian 5 meter dari permukaan tanah;

- Ukuran reklame seluas 2 (dua}] m? (meter persegl dan jumlah
pemasangan 3 (tiga) lembar dengan jangka waktu pemasang:ar 7 (tujuly)
hari.

~ Harga Satuan reklame bahan plastik Rp. 20.000,00 per m?2.

ot

Nilai Strategis Lokasi (Spanduk plastik):

- Nilai kelas Jalan = Klasifilkasi B, indeks 10,9
- Sudut pandang = 2 arah, indeks : 0,6
- Lebar jalan = 12 mreier, indeks 10,1
- Kctinggian (5 meter dari tanah}  indeks 0,1

NSL :09+0,6+0,1+0,1=17

Nilai Sewa Reklame (Spandi: k plastik):

- Nilai Strategis Lokasi 11,7

- Ukuran Reklame 12 m?

- Jangka waktu pemasangan 1 7 hari

- Volume : 3 lembar

- Harga satuan Reklame
Rp. 20.000,00 per m? per hari

NSR: 1,7 x 2 x 7 x Rp. 20.000,10

= Rp. 476.000,00

Pajak Reklame Terutang:
Untuk 1 lembar
= 25% x Rp. 476.000,00 = Rp. 119.000,00

Untuk 3 lembar

= 3 X Rp. 119.000,00 = Rp. 357.000,00
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BAE IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Xesatu
Penetapan

Pas=i 12

Pajak Reklame dipungut dengan System OQfficial Assessm:nt yang
penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati ata: Pejabat
dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitic:n SKPD.

Data isian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal © ayat (1},
merupakan dasar bagi Bupati ata:: pejabat dalam hal im1 Kep:ia Dinas
Pendapatan Daerah untuk menecrbitkan SKPD,

Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bupati atau pejabat dalam hal ini Ilecpala Dinas Pendapatan Daci1h dapat
menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesuliten dalam
melaksanakan pendataan dan/atsu pemeriksaan lapangan, 2‘au data
objek pajak dan/atau hasil pem{f‘riksaan lapangan diperoleh petugas
pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela mcimberikan
data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.

Dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimak:ud pada
ayat {3}, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.

Bagian Kedua
Pemb:avyaran

Pasi! 13

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan luniss di Kas
Daerah melalui Bendahara Penecrimaan Dinas Pendapatan Dacrah atau

tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari s~k SKPD
diterbitkan.

Khusus reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisin.a, Wajib

Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum
reklame dipasang.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
menggunakan SSPD. ‘

Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas
waktul pembayaran jatuh pada 1 {saru) hari kerja berikutnya.
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(S5) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo

©)

{7

(1)

{4)

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dus persen)
sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan
ditagih dengan STPD.

Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terny:ta telah
memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 {dua) kali jumich pokok
pajak terutang.

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cck, dan
sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari “ewajiban
perpajakan daerah sebelumnya.

Bagiar Ketiga
Angsuran Dan Peniindaan Pembaysran

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan
Daerah dapat memberikan persetujan untuk mengangsur pajal terutang

dalam jangka waktu tertentu, seteinh Wajib Pajak memenuhi «: svaratan
yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayai 2) harus
dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan vang berlaku,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibavar.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk Jalam hal ini Kepala Dinas Pc¢ idapatan
Daerah dapat memberikan persstujuan kepada Wajib Pa:nic untuk
menunda pembayaran pajak samp:i batas waktu vang ditentul ;i1 setelah
memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga scbesar 2% (du 1 persen)
sebulan dari jumlah pajak yang belim atau kurang dibayar.

Tata cara pecmbayaran angsuran dan penundaan pembayaiin pajak

terutang dilakukan sebagai berikui:

a. Wajib Pajak yang akan melakulan pembayaran secara angshiran atau
penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohon:n secara
tertulis dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkna:: fotocopi
SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sud:h diterima
Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebeli:in tanggal
jatuh tempo pembayaran;

c. Permohonan sebagaimana dimalsud pada huruf a harus mei:mpirkan
rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang

bersangkutan serta alasan-alasan yang dapat mendukung dia;ukannya
permohonan;



o

17

d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun j-nundaan

pembayaran yang telah disetujur dikukuhkan dalam surat }-putusan,
baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun ponundaan
pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat
telaahan urajan pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak melalui Seksi
Penagihan dan Kepala Bidang Pajak melalui Seksi Keberatan;

. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimalksud pada

huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.

. Pembayaran angsuran diberikan paling lamé untuk S ({iima) kali

angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejuk tanggal
surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan
Wajib Pajak yang dapat diterima:

. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Paink untuk

melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjatan;

. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam} bulzn terhitung

mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam - KPD atau
STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib 1'jak yang
dapat diterima;

. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai beril-ut:

1. perhitungan sanksi bunga rikenakan hanya terhadap p.mlah sisa
angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antars besarnya
sisa pajak yang belum atan akan diangsur dengan pnliok pajak
angsuran; _

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jurlah pajak
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsi:rin;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsurin dengan
bunga sebesar 2% (dua perscn); "

S. besernya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsvr n adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesiv 2% (dua
perseny).

. Terhadap jumlah angsuran yanc harus dibayar tiap bulan ‘i iak dapat

dibayar dengan angsuran lagi, yi:ng harus dilunasi tiap bulan.

. Perhitungan untuk penundaan ; embayaran adalah sebagai b+ ikut:

1. perhitungan bunga dikenal:an terhadap scluruh jurmiah  pajak
terutang yang akan ditunda, vaitu hasil perkalian antara hunga 2%
(dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalitain dengan
seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumiah utang
pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (<l:.a persen)
sebulan;

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling larabat pada
saat jatuh tempo penundaan vang telah ditentukan dan i:iak dapat
diangsur.

. Terhadap Wajib Pajak yang tclah mengajukan permohonan e mbayaran

secara angsuran, tidak dapar mengajukan permohonan jp+ nbayaran
untuk surat ketetapan pajak yang sama.
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B£3V
PENATHAN

Paszl 15

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunpik dapat

menerbitkan STPD apabila:

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salalh hitung;

c. Wgjib Pajak dikenakan sanksi acministrasi berupa denda atau >unga.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalan STPD schiagaimana
dimaksud pada ayat (1) buruf a dan huruf b, ditrambah deng:n sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap buian untuk
paling lama 15 (Jima belas} bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo peinbayaran
atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengain STPD.

Pasz1 16

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang. terutang dal-m SKPD,
STPD, surat keputusan pembetuian, surat :keputusan keberitan dan
putusan banding yang tidak aten kurang bayar setelah jati:h tempo
pembayaran.

Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atc 1 kurang

bayar setelah jatuh tempo pembay=ran, diatur sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pcjabat yang ditunjuk
menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat [ 'ringatan
atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam  waktu
sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tangeal jatuh
tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STHD, surat
pembetulan, surat keputusan keheratan, dan putusan banding

b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbiilcan Surar
Paksa yang diberitahukan olch furusita Pajak kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 {dua pulul ~atu) hari
setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat ‘ain yang
sejenis diterima Wajib Pajak dengan membuat Berity Acara
Pemberitahuan Surat Paksa;

c. Kepala Dinas Pendapatan Daerazh selaku Pejabat menerbitlkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitain dan penyitaan atas bararg-barang
milik Wajib Pajak dilaksanakan -:leh Jurusita Pajak dalam waitu paling
singkat 2x24 (dua kali ua puluh cmpat) jam setelah
pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Be-ita Acara
Pelaksanaan Penyitaan;
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d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat
Pencabutan Sita dan menvampaikannya kepada Wajib Pajak melalui
Jurusita Pajek, apabila:

1, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak;

2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;

3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

e. Kepala Dinas Pendapatan Dszcrah atau pejebat yang hitunjuknya
melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang ara:. barang-
barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa dalam
waktu paling singkat 14 ({(empat belas) hari setelah pclaksanaan
penyitaan;

f. Kepala Dinas Pendapatan Dacrah menerbitkan surat peniieritahuan
kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biays penagihan
pajak kepada Wajib Pajak dan disampaikan oleh Jurusita Pajak i
antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sam;wi dengan
waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;

g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Pejabat mel-ksanakan
penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wapb  Pajak,
bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelan:s (KPKNL)
dalam waktu paling singkat 14 {cmpat belas) hari setelah pencsumuman
lelang;

h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melu:iasi utang
pajak dan biaya penagihan pajalk atau berdasarkan putusan |=ngadilan
atau putusan pengadilan pajak s:tau objek lelang rnusnah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b sampai dengan huruf h,
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan ponundaan
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa,

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak merc-kibatkan
penundaan hak Wajib Pajak meng:jukan keberatan pajak dan i ngajukan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghar:isan atau
pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 17

Penagihan pajak dapat dilakukan seicetika dan sekaligus tanpa ienunggu

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¢ ayat (1),
apabila:

a.

b.

Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamsnya atau
berniat untuk itu;
Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam

rangka menghentikan atau mengecilkan keglatan perusahaan, atau
pekerjaan yang dilakukan di Indon«sia;



(1)

(2)

(3)

(4)

20

Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarks:n badan
usahanya atau menggabungkan wusahanya atau memekarkanr ‘usahanya
atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau diltuasainya
atau melakukan perubahan bentulk lainnya; ‘

Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;

Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat
tanda-tanda kepailitan.

BA3 VI
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PEN GAWASAN

Bagian esatu
Pembukuan

Pasal 18

Khusus bagi Wajib Pajak (Pihak Ketiga yang menyelenggarakan reklame)
dengan perolehan omzet lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah; dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukiian sesual
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip | mbukuan
vang berlaku secara umum.

Wajib Pajak sebagaimana dimakst:| pada ayat (1} dengan perol~i.an omzct
sampai dengan Rp300.000.000,0C (tiga ratus juta rupiah) dain-: 1 (satu)
tahun dapat dibebaskan dari kew.jiban pembukuan, dengan p- rsyaratan
tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredar :n usaha
berupa pendapatan brute secar: teratur, yang menjadi dasar untuk
penghitungan pajak.

Pencatatan sebagaimana dimaksus pada ayat (2) diselenggaral: n dengan
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegini in usaha
sebenarnya.

Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang boriubungan
dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan

selama 5 {lima) tahun..

Pasal 19

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi
penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal i+ ayat (2)
adalah sebagai berikut:

a.

b.
c.

Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapaian bruto
usahanya secara lengkap dan benar;

Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
Apabila Wajib Pajak memiliki lehih dari 1 (saru) unit usal'a, maka
pencatatan dilakukan secara terpis::h;



d.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pen:hitungan
pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

Bagiain Kedua
Pemeriksaan

Pasal 20

Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala Dinas Pcndapatan Dacrah atau
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan atau petugas pemeriksa yang
ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji l~patuhan
kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam 'rangka mels'tsanakan
ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi
dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriki:an serta
memperlihatkan kepada Wajib Pajalk yang diperiksa.

Wajib Pajak yang diperiksa atau: kuasanya wajib membanii: Petugas

Pemeriksa:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buk. atau catatan dokumen
yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dernan pajak
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruargan yang
dianggap perlu dan memberi bantuian guna kelancaran pemeril saan;

c. memberi kesempatan kepada potugas untuk melakukan pemcriksaan
kas (kas opname; yang ada pada penyelenggara rcklame;

d. memberikan data potensi dan keterangan lain vang diperlukin secara
benar, lengkap dan jelas.

Dalam hal Wajib Pajak yang liperiksa tidak memenuhi lewajiban
sebagaimana dimaksud pada avat (3) yang menyebabkar petugas
pemeriksa menemui kesulitan dalim menghitung nilai peredarn bruto,

maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakul::1 dengan
metode penghitungsn laporan omzet atau penerimaan yang tertingi dalam
1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administriisi berupa

kenaikan sebesar 4 {empat) kali jumlah pajak terutang yang scharusnva
dibayar.

Hasil penghitungan besarnya pajai: terutang sebagaimana dim:! sud pada
ayat (4) dapat diusulkan oleh peturas pemeriksa untuk ditetaplian secara
jabatan. ’

Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas Priadapatan
Daerah atas persetujuan Bupati dapat menunjuk Xonsultan Pajak atau
Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajok.
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{7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajali, Dinas
Pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat
penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya scsuai dengan veraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokuinen serta
keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk
merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadokan oleh
permintaan untuk keperluan pemeiiksaan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat (cknis mengenai tata cara pcrieriksaan
akan diatur tersendiri dengan Peraturen Bupati.

Bagiar: Ketiga
Pengawasan

Pasal 22

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak, V.jib Pajak
berkewajiban melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.

(2) Untuk keperluan pelaksanaan prngawasan, Kepala Dinas [ adapatan
Daerah berwenang menempatkan I'ctugas Pengawas yang dilenyi api surat
tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual Adan/atau
sistern online (komputerisasi} di kantor/ tempat usaha Wajib Paj:ic.

(3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan d-ngan cara
menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib 2 ak  yang
dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan dengan ‘omputer
milik Pemerintah Kabupaten melatui sistem jaringan inform: si Dinas
Pendapatan Daerah secara manual atau online.

Paszi 23

(1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ayat (2)
berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya
pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten
dan/atau Dinas Pendapatan Daeral:.

(2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sechaigaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat {2) dan tidak mengubah program vang telah
ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
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{3) Penempatan Petugas Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat {2) dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan
operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan ba‘as waktu
tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis ter‘entu.

(4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejzbat yang
ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan
menandatangani Berita Acara Hasii Pengawasan.

(5) Apabila terjadi penolakan Wajih Pajak atas penempatan peralatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka harus disertal Surat

Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan line telepon «~leh Wajib
Pajak.

(6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pcanggaran
yang dilakukan oleh Wajib Pa'ak, petugas Pemeriksa Pk Dinas
Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan kembali aias pajak
terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan ditambah sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak ang telah
disetor terakhir.

BA® VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagiar. Kesatu
Kebsratan

Pasz] 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keber:tan hanya kepada Bupati a4 pejabat

dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas SKPD atau $TPD Pajak
Reklame.

Pas=z1 25

(1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak schagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dilaks:nakan oleh Dinas Pendapaian Daerah
dalam ini Kepala Bidang Pajak melalui Seksi Penagihan dan Kepi:la Bidang

Pendataan dan Penetapan melalu Seksi Keberatan sesuai den:an batas
kewenangannya.

{2} Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai beriicut:

a. permohonan diajukan secara tcrtulis dalam bahasa Indonesa dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak

secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan keticakbenaran
ketetapan pajak tersebut;
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c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
dalam hal permochonan keberatan dikuasakan kepada pihak liin harus
dengan melampirkan  surat kuasa; "

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat <etetapan
pajak dan untuk 1 (satu) tabun pajak atau masa pajal: dengan
melampirkan fotocopinya;

e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wa'ib Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pas=126

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak dianggap sebagai jpengajuan
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

{2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyar«iian tetapi
masih dalam jangka waktu sebagaimena dimaksud dalam Pasal 25 avat (2)
huruf e, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapal meminta V.:jibh Pajak
melengkapi persyaratan tersebut.

Paszl 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar p.:jak dan

pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan | rundang-
undangan.

Pasal 28

(1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal sura: |:cberatan
diterima, Kepala Dinas Pendapatar Daerah harus memberikan k cputusan
atas keberatan yang diajukan olehh Wajib Pajak, vang dituangk:n dalam
surat keputusan keberatan.

(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapet berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ‘ewat dar
Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka
keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

{(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasz1 29

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan ia pangan,
maka:



a.

(1)

(2

—

(1)

(2)

(1)
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Kepala Dinas Pendapatan Daerah memerintahkan kepada Kepaia Bidang
Pajak melalui Seksi Penagihan dan Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan melalui Seksi Keberatan untuk dilakukan permeriksaan
lapangan yang hasilnya dituangkar. dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan apangan,
Kepala Dinas Pendapatan Daeran dapat berkoordinasi denp:n Kepala
Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas
keberatan Wajib Pajak dan hasilnva ditnangkan dalam lLaporan Hasi
Koordinasi Pembahasan Keberatan.

Paszl 30

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil ! oordinast
Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Kepala Bidang Pajak melalui Seksi Penagihat dan Kepal: Bidang
Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Keberatan membuat Tel:: than Staf
yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap ‘:cberatan
Wajib Pajak.

Berdasarkan telashan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (i}, Kepala
Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan rekomendasi atau  disposisi
kepada Kepala Bidang Pajak melalui Seksi Penagihan dan Kepa'a Bidang
Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Keberatan untuk ditincaklanjuti
dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan s+ luruhnya
atau sebagiun permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 31

Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya arau  atas
permohona:: Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan lreberatan
pajak reklrne yang dalam pencrbitannya tefdapat kesalahan  tulis,
kesalahan !»tung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peratursn Daerah
tentang Pa;ik Reklame.

Pfermoho_nan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis olel Wajib Pajak kepada Kepaia Dinas
Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari scjc s tanggal

diteriz_nanya surat kepuifusan kebrratan dengan mencantumlcin alasan
yang jelas.

Bagiar Kedua
Bariing

Pasal 32

Wajib Pajak dapat imengajukan permochonan banding hanv. kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputus=n mengenai keberatan yang « tetapkan
Bupati atau pegjabat dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Dacran.



(2) Permohonan sebagaimana dimaksuid pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan
dilampirkan salinan surat keputusan tersebut.

(3} Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pas=} 33

(1} Terhadap 1 {satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat l..nding.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutsn kepada
Pengadilan Pajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaiman: dimaksud pada ayat {2) dih.ipus dari
daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua dalam surat pernyataan pencabutan digjuka - sebelum
sidang dilaksanakan; '

b. putusan Majelis Hakimn/Hakim Tunggal melalui pemeriksa.n dalam

surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas per-setujuan
terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebigaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapa! diajukan kembali.

Paszl 34

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ‘ilam hal
banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak vang terutang. banding
hanya dapat diajukan apabila jumlab pajak yang terutang dimair-ud telah
dibayar sebesar 50% {lima puluh persen). |

BAE VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAP ! '/
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKS! ADVINISTRASI

Pasnl 35

(1) Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Dacrah atas
permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan
SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalaiban tulis,

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan prrpajakan
daerah.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD ateu STPD atas permohonan W jib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:



(1)

(2)
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a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dacrah dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan setclah surat ketetapan pajak schagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Piak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapa! dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya,

b. Terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan

atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud parla ayat (1)
dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung

dan/atu kekeliruan dalam pencrapan peraturan daerah tentang Pajak
Reklame;

c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud vada huruf b

ternyata terdapat Kkesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan pcraturan Daerah tentang Pajak Reklame,
maka SKPD atau STPD tersebut adibetulkan sebagaimana mest nya;

d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud parda huruf c

dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketctapan
Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

e. Surat Keputusan Pembetulan Kotetapan Pajak atau STPD sctagaimana

dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib I'::ak paling
lambat 3 (tiga) bari kerja sejak diterbitkan,;

f. Surat Keputusan Pembetulan K« tetapan Pajak atau STPD ha s dilunasi

dalam jangka waktu paling lambtat 30 {tiga puluh) hari sejak i erbitkan;

g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketef:isan Pajak

atau STPD maka SKPD atau "TPD semula dibatalkan da: disimpan
sebagai arsip dalam administras: perpajakan daerah;

h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sclagaimana

dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan poraf serra
dicantumkan kata-kata “Dibatalan™
. Dalam hal permochonan Wajirn Pajak ditolal maka Ke...la Dinas

Pendapatan Daerah segera mcnerbitkan Surat Keputusan ’enoclakan
Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasnl 36

Kepala Dinas Pendapatan Dacrah karena jabatannya ..au atas
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan j.iak yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhiliilan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahsnnya.

Pengurangan atau penghapusair sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana, dimaksud paca ayat (1)

dapat dilakukan terhadap: "

a. sanksi administrasi berups: bunga disebabkan keteilambatan
pembayaran pada masa pajai;

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau ken::l:an pajak
dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
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Tata cara pengurangan atau penghepusan sanksi administrisi berupa
bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembay: ran pada
masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf = dilakukan
sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permochonan pengurangan/ penghapusan
secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembay:ran pajak
terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukian bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keacdaan di luar
kekuasaannya; '

b. Surat permohonan sebagaimana dlmaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilidan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan ©SPD yang
telah diisi dan ditandatangan Wajib Pajak;

¢ Terhadap permohonan yang disetujui atau karere jabatan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas Pondapatan
Daeran mengurangkan atau menghapus sanksi administr si berupa
bunga atau denda akibat keterlambatan pcembayaran pada masa
pajak, dengan cara menulislzan catatan/keterangan pacda sarana
pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikuranglan atau
dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan.dan nama jelas Kepala
Dinas Pendapatan Daerah; '

d. Wajib Pajak melakukar: pembayaraan pajak dalam waktu :x24 (satu

kali dua puluh empat) am sejak disctujuinya o -mohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. Terhadap permohonan vyan:z ditolak, Kcpala Dinas P ndapatan
Daerah:

1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembav: ran SSPD
bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua ;v rsen) per
bulan untuk kemudian (ibubuhi tanda tangan dan v ama jelas
Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administs si berupa
bunga sebagaimana dimal-sud pada angka 1.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi beru;a bunga,
denda dan/atau kenaikan pajak ‘lalam surat ketetapan pajak . tau STPD
sebagaimana dimaksud pada aya: (2} huruf b dilakukan sebag)i berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan perinohonan secara tertulis kepo la Kepala
Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka wakiu 4 {(empat) b ilan sejak
surat ketetapan pajak diterim- oleh Wajib Pajak, kecuali ap: hila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bshwa jangka waktu tersebut t:lak dapat

dipenuhi karena keadaan di lar kekuasaannya;

b. Permchonan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 harus

mencantumkan alasan yang jclas serta melampirkan:
1. Surat pernyataan Kekhilafan Wajib Pajek atau buikon karena
kesalahannya;

2. Surat Ketetapan pajak yang menctapkan adanya kenai<an pajak
terutang.



{3)

(7

(8)

(9

(10)

(11)

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pad: ayat (3)
huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah
segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan
Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud paca ayat (4)
huruf b.

Terhadap pengurangan atau pe:nghapusan sanksi administinsi karena
jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintann Kepala
Dinas Pendapatan Daerah atas uculan dari pejabat yang ditun uiinya.

Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penciitian dan
pembahasan materi lebih mendnlem maka Kepala Dinas [ ndapatan
Daerah melakukan rapat koordinast dengan Kepala Bidang Paj. k melalui
Seksi Penagihan dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetap:n melalui
Seksi Keberatan, untuk mendapatkan masukan dan pertimb:ingan dan
hasilnya dituangkan ke dalan: Laporan Hasil Rapat Pcnbahasan
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administr: si.

Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksu- pada ayat
(5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaiman: Jdimaksud
pada ayat (7), Kepala Bidang Paj+k melalui Seksi Penagihan < :n Kepala
Bidang Pendataan dan Penectap:n melalui -Seksi Keberatann membuat
telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau pecrhapusan
sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau pcroiakan dari
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagnimana dimal sud pada
ayat (8) disetujui, maka segrra memberikan pengurancan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau
kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau S7PD yang
telah  dicrbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan
Pengurangsin dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagat pengganti
SKPD ataic STPD semula serta ditandatangani oleh Kepola Dinas
Pendapat«+ Daerah. '

Dalam h«! telaahan pertimbangan sebagaimana ¢ i:aksud pac v ayat (&)
ditolak, maka segera menerbitkan Surat routusan  enolakan
Pengurangan dan Penghipusan Sianksi Administ: - vang ditar latangani

oleh Kepala Dinas Peni.:patan Dasrah.

Wajib pajak melakukan pembaysran pajak palisi  mbat 7 (ti.juh) hari
setelah menerima Sui.t Keputiisan penguri:: - dan pen shapusan
sanksi administrasi s¢iagaimani dimaksud .. wvat (9) can Surat
Keputusan  Penolakar: Pengurangan dan  rcughapussn sanksi

administrasi sebagaimana dimaks:d pada ayat (10).



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 37

Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya «tau atas
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau mecmbatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:

a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pasla  waktu
pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan
batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pemboiidan surat
ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan poenghapusan
sanksi administrasi telah terlhmpaui; atau

b. Novum atau fakta baru yarng belum terungkap disebzican tidak

dipertimmbangkannya  peng:juan  keberatan — atau pengajuan
pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan penguringan dan
penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinva

persyaratan formal, yakni perhgajuan permohonan melarmpaul batas
waktu yang telah ditentukan.

Ketetapan pajak sebagaimana <dimaksud pada ayat (1) adol.h jumlah
pokok pajak ditambah sanks: administrasi berupa bunya, denda
dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetay:« 1 pajak.

Pengurangan atau pembataian J.etetapan pajak atas dasar pormohonan
Wajib Pajak, ditentukan sebagai Derikut:
a. Surat permohonan Wajib Paj:k didukung oleh novum atat iakta baru

yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkar dokumen
berupa fotocopi:

1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;

2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;

3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan aiau bukti
penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi a¢ministrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb.

c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi | rsyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tislak dapat

dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib
Pajak.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan
sesuai permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau ata: usul dari
Kepala Bidang Pajak melalui Seksi Penagihan dan Kepoia Bidang
Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Keberatan bordasarkan
pertimbangan keadilan dan adanva temuan baru.

Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimal'sud pada
ayat (4}, Kepala Dinas Pendapatin Daerah meminta Kepala Bicang Pajak
melalui Seksi Penagihan dan Kopala Bidang Pendataan dan Penetapan

melalui  Seksi Keberatan, untuk membahas penguranzan atau
pembatalan ketetapan pajak.



=,
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Hasil pembahasan sebagaimann dimaksud pada ayat () lilaporkan
kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan tclaahan
pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak melalui Seksi Per:igihan dan
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Keberatan atas
dasar telaghan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketctopan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6}, Kepala Dinas Pendapatan Daerah
memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan
ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan
pajak.

Atas dasar disposisi Kepala Dinas Pendapatan Daerah sehagaimana

dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Penagithan dan Pclayanan

Keberatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kcepala Dinas

Pendapatan Daerah berupa:

a. Surat Keputusan Penguranjan atau Pembatalan Keteta;an Pajalg
atau

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak.

Atas diterbitkannya surat kep'itusan pengurangan atau -cmbatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (8) huru’ a, Kepala
Bidang Penetapan segera melaku can:

a. pembatalan ketetapan pajalk yang lama dengan cara i agrusulkan
kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitl an  surat
ketetapan pajak yang baru dengan tetap menguranckan atau
memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;

b. pemberian tanda silang pads surat ketetapan pajak yarg lama dan
selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketelpan pajoak
“dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pcichat  yang
bersangkutan;

c. memerintahkan kepada Waj» Pajak untuk melakukan | mbayaran
pajak paling lama 7 (tujuh; hari setelah diterima sur:i ketetapan
pajak yang baru;

d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan schagaimana
dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada acministrasi
perpajakan.

Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan penguriigan atau
pembatalan ketetapan pajak setagaimana dimaksud pada ave: (8) hurut

b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhlcan dengan
surat keputusan ini.



(1)

(2)

(3)

(4)
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(7)

BAB IX
PENGEMBALIAN KEL7BIHAN PEMBAYARAN

Pasazl 38

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas <elebihan

pembayaran pajak kepada Bupati.

1 .

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud paca ayat (1)

disebabkan adanya kelebinan pembayaran pajak yang telah discrorkan ke

Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah

berdasarkan:

a. perhitungan dari Wajib Pajak;

b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan,
pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurancan atau
penghapusan sanksi administrac,

¢. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pcmbebasan
pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}. diajukan
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan seiak saat timbulnya kelebihan
pembayaran pajak.

Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pad. ayat (3)

harus dilampiri dokumen:

a. identitas penduduk/KTP pemohnn Wajib Pajak;

b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) van: menjadi
dasar permohonan;

d. bukti pembayaran pajak yang m+njadi dasar permohonan; dan

€. uraian perhitungarn pajak menuriit Wajib Pajak.

3

Atas permohonan Wajib Pajak scbeaimana dimaksud pada aya: 1) Kepala
Dinas Pendapatan Daerah atau pe;abat yang ditunjuk segera mi \gadakan
penelitian atau pemeriksaan terhndap kebenaran kelebihan pe nbayaran

pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah L1 inya oleh
Wajib Pajak.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ('), Bupati
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak <icrimanya
permohonan harus memberikan keputusan.

Apabila Wajib Pajak mempunvai . utang pajak lainnya, «<elebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunas: terlebih
dahulu utang pajak tersebut.



33

(8) Apabila kelebihan pembayaran paiak diperhitungkan dengan utang pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

lainnya sebagaimana dimaksud p:da ayat (7), pembayarannys “ilakukan
dengan cara pemindahbukuan da:n buku pemindahbukuan jug . berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasz] 39

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, b ringanan
atau pembebasan pajak reklame hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala
Dinas Pendapatan Daerah.

Permohonan pengurangan, kerinzanan atau pembebasan pajik harus
diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indoinesia serta
melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon,

fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencsntumkan
alasan secara jelas.

Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebassn pajak,
Kepala Bidang Pajak melalui Scksi Penagihan dan Kepsala Bidang
Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Keberatan melakukar: senclitian
mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana limaksud
pada ayat (2) dan apabila dianggap perhu dapat melakukan po:ieriksaan
lapangan di lokasi tempat rekiame diselenggarakan, yan: hasilnya
dituangkan ke dalam Laporan Hasii Pemeriksaan Lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan laporan hasil poracriksaan
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bid-ng Pajak
melalui Seksi Penagihan dan Kepala Bidang Pendataan dan I'enctapan
melalui Seksi Keberatan membuat telaahan staf yang berisikan uraian
pertimbangan atas pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak
reklame untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan davi Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.

Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (), Kepala
Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan rekomendasi atau  disposisi
kepada Kepala Bidang Pajak melai:ii Seksi Penagihan dan Ker: 'a Bidang
Pendataan dan Penetapan melalui 3eksi Keberatan untuk diti+laklanjui
dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan s luruhnya
atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

Pas-1 40
Bupati atau pejabat dalam hal ini Iepala Dinas Pendapatan Dzc-ah dapat

memberikan pengurangan pokok pajak untuk jenis reklam: tertentu
setinggi-tingginya 20% (dua puluh ersen) dari pokok pajak.



(2) Pemberian pengurangan pajak schagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan alasan yang dapat diterima antara lain adanya
kerusakan reklame akibat kondisi/bencana alam, atau hasil dari
penyelenggaraan reklame digunakan bagi kepentingan sosial atau
kemasyarakatan.

Paszl 41

{1} Permohonan keringanan pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalain hal ini
Kepala Dinas Pendapatan Daeran, vang hanya berupa pemberian ingsuran
atau penundaan pembayaran pajak terutang.

(2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dicl:mi Wajib
Pajak.

(3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur terscadiri oleh
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 42

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatanva dapat
memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terha ap objek

pajak tcrtentu, berdasarkan asns keadilan dan asas tirilal  balik
(reciprocitas).

(2) Pemberian pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimalksud pada
ayat (1), dapat diberikan berdasavkan alasan penyelenggarasn reklame
bukan Dbersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai
partisipasi/sponsor dalam rangke memeriahkan :peringatan hiri ulang
tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun
Kabupaten atau untuk kepentingar kcagamaan.

(3) Pemberian pembebasan pajak sebngaimana dimaksud pada a1 (1) dan
ayat (2) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari paek yang
terutang.

BA S X1

INSENTIF PEMT/NGUTAN PAJAK

Pasnal 43

(1) Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana dan pemungut Pajak Reklame
dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.



(2)

(3)

(4)
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Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditujukan untuk
peningkatan:

a. kinerja Dinas Pendapatan Daerah;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
c. pendapatan daerah;

d. pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibayari-an setiap
triwnalan pada awal triwulan berikutnya.

Dalam hal target kinerja suatu friwulan tidak tercapai, Insentif untuk

triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya vang telah
mencapal target kinerja triwulan yeng ditentukan.:

Paszl 44

Besarnya Insentif sebagaimana imaksud dalam Pasal 43 «itetapkan
paling tinggi 5% (lima persen} dari rencana penerimaan Pajsl. Reklame
dalam tahun anggaran berjalan.

Ketentuan teknis mengenai pemierian dan pemanfaatan Ir: ntif dan
besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegavai Dinas
Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Reklaric, diatur
secara tersendiri oleh Bupati.

BA:¥ XII
KETENTUAi: PERALIHAN

Pas 1 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai lerlaku maka

1.

Segala hal yang menyangkut Pajak Reklame yang telah diatur senclumnya

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini m:sih tetap
berlaku.

Pajak terutang yang telah diatur dan ditetapkan sebelur berlaku
Peraturan Bupati ini, masih tetap cilakukan penagihan kepada w.jib pajak
sebagai kewgjiban yang harus diselesaikan oleh setiap Orang atin: Badan.
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Pasil 47
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan !‘eraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal : 29 ~ (2 - 2012

BUPA ()NA1
’
H. LUKMAN ABUNAWAS.
Dwundangkan di: Unaaha
Pada Tanggal : 29 - 2 ~ 2012

SE tRAH KABUPATEN ZONAWE,

. 4{ SINAPOY.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19580916 198503 1 011 _ '
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012 NOMOR { (':f‘f-f\




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR

(9

TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN INDEKS MASING MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI

o | KAWASAN/KELAS JALAN SUDUT PANDANG LEBAR JALAN (M) KETINGG!AN {M)
Bobot 30% | SKOR | INDEKS | Bobot 30% | SKOR | INDEKS Bobot 20% SKOR | INDEKS Bobot 20% SKOR | INDEKS

i - : Lebih dari 3

e [_{-lai-ﬁfam A 4 | 1.2 ‘ Arah 4 1.2 Lebih dart 30 m 2 0.4 Lebik darti 20 m 3 0.6
- . i R S N SO S I — i —_— e —— ——

2 Klasifikasi B 3 0.9 3 Arah 3 0.9 25,1 m-30m 1.5 0.3 15,1 m-20m 2 0.4

3 | Klastifikasi C 2 0.6 2 Arah 2 0.6 20,1l m-25m 1 0.2 10,im-15m 1 0.2
1 -

4 | Klasiftkasi D 1 0.3 1 Arah 1 0.3 | Kurangdari20,1m | 0.5 0.1 Kurang dari 10,lm | 0.5 | Q.1
] | e B I | i i |

BUP,
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR (§ TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME, BATAS/MASA FREKUENSI DAN
HARGA SATUAN REKLAME

No. Jenis Reklame Jangka Waktu/Frekuensi gti;:néf:;u;: Harg(aRf)Ttuan
1. | Reklame Papan
a. Bangunan Konstruksi :
| 1) Billboard I I tahun T m? 500.000,00
T 2yMegatron T T T T T T T Jenis tayangan/ | tatun | " - 2.500.000,00 |
3) Videotron | Jenis tayangan/1 tahun m? 4.,000.000,00
1 4) Dynamic wall Jenis tayangan/1 tahun m? 2.500.000,00
- 5) Neon Sign/Neon Box dan sejenisnya 1 tahun m2 450.000,00
Ty Bangunan Non Xonstruksi : T B
|~ | 1) Billboard I ahon o 420.000,00
|| 2) Megatron Jenis tayangan/ ! tahun m?2 2.000.000,00
'1 |3} Videotron | Jenis tayangan/ ] tahun m? 2.800.000,00
0 W Dynamac wan T T T T il tmyangany L anan w0 2.000.000,00
!—_’_T 5) Neon Sign/Neon Box dan sejenisnya -T‘_ - 1 tahun B m? 360.000,00
L&_:{’f . — I ——— ) S



Ukuran Satuan Harga Satuan

. | Reklame Film/Slide

Jenis Reklame Jangka Waktu/Frekuensi Media Reklame (Rp)
Reli:)lairlr:;1 E‘;{paaillr;.duk /Umbul-umbul/Banner
g: b:han plgstik o R } g::: 222’ égggg,gg
Reklame Baliho - "Than 1 T m? 20:000:00
Reklame Selebaran 1 kali per 100 lembar 65.000,00
Reklame Melekat {Stiker) 1 kali per 100 lembar 65.000,00
Reklame Berjalan
a. Kendaraan Roda 2 1 tahun per unit 634.500,00
b. Kendaraan Roda > 4 1 tahun per unit 2.500.000,00
_lickl—amiUiafl - - 1 bulan {  per lembar/balon 2.750.000.00 |
Reklame Suara " thar ~ per spot 1.620.00G,00
Reklame Peragaan I kali per peragaan 630.000,00
Reklame Apung L balan 2 13.000,00 |
per film/ slide 630.000,00

BUP KONAWE,

i, LinbiAN ABUNAWAS



